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Dokumen SK Pengahgkatan
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Pengangkatan Dua
Pejabat Pemkot
Mengarah Pidana

DENPASAR - Akhirnya latar
belakang pengembalian dua
pejabat eselon II di lingkun-
gan Pemerintah Kota Den-
pasar oleh PenjabatWali Kota
Denpasar terungkap. Setelah
terjadi perdebatan panjang
antara Penjabat Wali Kota
Denpasar dan Fraksi pDI per-
juangan, muncul beberapa
dokumen yang menjelaskin
tentang, kronologis pengang-

. katan dua pejabat tersebut
tahun 2012, hingga dikemba-
likannya dua pejabat tersebut
pada posisi semula.

. Kuatdugaan, bahwa memang
benar kedua pejabat tersebui
antara lain Kepala Dinas pen-
didikan, Pemuda, dan Olahraga
(Disdikpora) Kota Denpasar
IGN Eddy Mulya dan Kepala
Badan Kepegawaian, pendi-
dikan, Pelatihan (BKpp) Kota
Denpasar Dewa Nyoinan Su-
darsana meimang pada tahun
2012 dianglcat tidak sah.
Karena, jika mengacu

pada surat pengajuan awal
Wali Kota Denpasar nomor
800 / 037 / BKD terta.nggal l6
Januari 2012yang tertuju ke_
pada Gubernur Bali dengan
jelas disebutkan, Wali K"ota
Denpasar hanya mengajukan
enam calon pejabat saja. Dan
begitu juga dengan balasan
surat tersebut dari Guber_
nur Bali hasil rekomendasi
Badan Pertimbangan Iabatan
dan .Kepangkatan (Baper-
jagat) dan BKD dengan nomor
x.B2t .2 / 608 / B KD iertan ggat
26 lanuari 2012, bahwa yang
ditetapkan Gubernur'Bai

pejabat eselon ll
Bali metaluisurat

@ Gubernur Bali
surat Wali Kota

hanya.ada enarn pejabat saja
yang disetujui.'Namun anehnva, Surat
Keputusan (SK) Wali Kota
Denpasar yang ditandatan_
gani Wali Kota Denpasar Rai
Dharmawijaya Mantia dengan
nomqr SK g2t.2Z / tSlBKpp
tertanggal 26 lanuari 2012
tercantum dua orang Iagi yang
tidak diajukan sebelumnya ki
Gubernur yakni Kadisdikpora
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(| Pada tsnggal
2012, Wali Kota Dr
girim,hasil

melalui
verifika
G ubern
Bali se
uai dengan
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O Tetapi, Wali Kota Denpasar
mengeluarkan Sural l(eputu^
san tertanggal 26 Januari 201 2
dengan nomor SK g?l.2jt|gt
BKPP yang ternyata bukan
enam yang dilantik tetapi dela.
pan orang. Dua orang peja-
bat eselon ll

.. rl



sub $agyian f'{urnns r{am TU NFrc Fervvakilan provinsi l]ati

[--*'-qry_l

Edisi r k.bt", h O&.PHr2glI.-
Flal. , Jq

({u)

,:litlnit-\.),:.

ntW*l*
\hl*i?i:

BERMASALAH : SK Wgli Kota nomor 800/037/BKD tertanggal 16 Januari

2012 yang berisi 8 peiabat bar,u, padahal hanya 6 yang diaiukan ke gubernur.

Denpasar IGN Eddy Mulya, .'dokumensurattersebut'men-
dankepala BKPP Dewa Ny- gatakan secara tegas-bahwa
oman Sudarsana, sehingga hal tersebut jelas melanggar
pejabat yang dilantik men- secara etika organisasi pe-

fadi Oetapan orang. Padahal merintahan yang bis-a saja

ielas-felaidalamsKWaliKota menjurus pada konsekuensi
benpasar tersebut berisi per- hukum yang lebih luas, bah-
nyataan yang merujuk pada kan pidana.
hasil rekomendasi Gubernur "Hahahaha'Makanyajangan
Bali X.B2I.2/608/BKD yang diributkan. lustru nanti akan
awalnya mengangkat hanya ada konsekuensi hukum yang
enam pejabat eselon II saja. timbul. Sudah benar-penjabat

Kepaia'Inspektorat Provinsi Wali Kota Denpasar (AA Gede
Bali I Ketut Teneng Ketika Griya, Red) menyelamatkan
dikonfirmasi Jumat kemarin ' dan mengembalikan dua pe-
(16/10), mengenai beberapa jabatitu, hati-hatii' terangnya.

Teneng pun kembali mene-
gaskan bahwa, Pengangkatan
dua pejabat tersebut jelas-jelas
tidak sesuai dengan atuan Yang
berlaku yakni Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penilaian Pejabat
Struktural Eselon II di Lingkun-
gan Pemerintah KabuPaten/
Kota. "Tetapi tiba-tiba kok ada
dua orangyang mqrcul dalam
SK (Surat Keputusah, Red) Wali
Kota Denpasar. Ini ada aPa?

Jelas-jelas ini melanggar tata
kelola pemerintahan," uiarnYa.
Ia pun menilai Pengem-

balian kedua pejabat eselon
II tersebut sudah benar. Ini
agar tidak menjadi masalah
dikemudian hari Yang akh-
irnya berakibat juga terhadaP
tidak sahnya kebijakan, Pro-
duk hukum, program, dan
segala hal yang diambil kedua
pejabat tersebut selamd tiga
tahun menjabat.

"lni kan sangat vital sekali,
kalau ternYata Pengangka-
tannya tidak benar, berarti
apa yang ditandatangani juga
tidak sah. Bersyukur lah seka-
rang dikembalikan lagi, seh-
ingga tidak menjadi masalah
yang lebih panjang lagi. Kalau
BPK ternyata turun justru
akan tambah berat lagi," Pung-
kasnya singkat. (hen/han)
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